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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang 

Sumber daya manusia merupakan faktor penting dalam tercapainya 

laporan keuangan yang berkualitas dan merupakan penunjang dalam penyusunan 

laporan keuangan. Keberhasilan entitas bukan hanya dari sumber daya 

manusianya saja, tetapi sumber daya yang memiliki kompetensi. Kompetensi 

sumber daya manusia memiliki peranan penting dalam merencanakan, 

melaksanakan, dan mengendalikan entitas yang bersangkutan. (Wati, dkk, 2014) 

Sumber daya manusia yang menjalankan serangkaian proses dan standar 

akuntansi pemerintahan adalah hal yang sangat berkaitan dengan sistem akuntansi 

dan pelaporan keuangan. Sedikit sekali sumber daya manusia yang berkompenten 

dalam bidang akuntansi, relatif sudah tua, kurang sekali pendidikan atau pelatihan 

tentang akuntasi untuk para staff, dan tidak adanya latar belakang akuntansi 

merupakan salah satu faktor permasalahan akuntansi di pemerintahan Indonesia. 

Selain sumber daya manusia, dokumen-dokumen kelengkapan juga 

merupakan penunjang dalam penyusunan laporan keuangan. Dokumen-dokumen 

pendukung seperti berita acara dan sebagainya sangat dibutuhkan. Kegunaannya 

adalah untuk pembanding antara CALK dengan kejadian atau kegiatan yang 

sebenarnya terjadi dan bisa juga menjadi bukti atau acuan dalam pembuatan 

laporan keuangan yang nantinya akan diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan 

(BPK). Setelah itu, BPK akan menentukan opini apa yang sesuai untuk laporan 

keuangan tersebut, apakah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Wajar Dengan 

Pengecualian (WDP), atau Disclaimer. Semua itu tergantung bagaimana isi 

laporan keuangan tersebut apakah sudah sesuai atau belum. 

Dalam Berita dijelaskan bahwa Kabupaten Cirebon 2 tahun beruturut-turut 

tahun 2016 dan tahun 2017 laporan keuangannya mendapatkan opini Wajar Tanpa 

Pengecualian (WTP) dari BPK. Seperti dijelaskan dalam berita bahwa Pemerintah 

Kota Cirebon kembali meraih penghargaan dari Kementerian Keuangan atas 

penyajian laporan keuangan pemerintah daerah dan peraihan opini Wajar Tanpa 

Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2017. 
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Penanggungjawab Walikota Cirebon, Dedi Taufik, mengungkapkan keberhasilan 

penghargaan ini dibangun atas jerih payah dan hasil kerjasama dari semua pihak. 

Dia menjelaskan bahwa Kabupaten Cirebon mendapatkan predikat Wajar Tanpa 

Pengecualian (WTP) didasarkan pada beberapa kriteria. Kriteria yang dimaksud 

yaitu, kesesuaian dengan standar akuntasi pemerintahan, kecukupan 

pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan 

efektivitas sistem pengendalian intern. Dikutip dari media elektronik 

jabar.pojoksatu.id pada tanggal 30 Mei 2018. 

Dalam berita selanjutnya, dijelaskan bahwa setelah Kabupaten Cirebon 

medapatkan hasil Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa 

Keuangan (BPK), maka Wali Kota Kabupaten  Cirebon mempersilahkan BPK RI 

untuk memeriksa kembali semua Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) 

Cirebon. lPemeriksaan lini ldianggap lpenting, lkarena ltujuannya luntuk lmemperbaiki 

lmanajemen ltata lkelola lkeuangan lPemda lKota lCirebon. l“Apalagi lkita lsudah ldua lkali 

lmendapatkan lopini lWajar lTanpa lPengecualian,” lungkap lAzis. lOpini ltersebut lharus 

ldipertahankan ldan lmenjadi lalat lpemicu lbagi lseluruh ljajaran lPemda lKota lCirebon 

luntuk lmenyajikan lyang lterbaik ldalam ltata lkelola lkeuangan lpemerintahan ldi ldaerah. 

lBahkan lAzis lmenekankan lagar ltindaklanjut ldari lsetiap ltemuan lyang lada ldi lLHP 

lharus lmencapai l90 lpersen. l“Tadi lsaya ldapatkan linformasi, ltindak llanjut ldari ltemuan 

lLHP lkita lbaru l64 lpersen. lIni lyang lharus lkita ltingkatkan,” lungkap lAzis. lDapat 

ldisimpulkan ldari lfenomena lyang ltelah ldijelaskan, lbahwa lKabupaten lCirebon l 

lmengalami lpemeriksaan lkembali lterhadap lsetiap lSKPD lnya lwalaupun lsudah 

lmendapatkan lWTP lselama ldua ltahun lberturut-turut. lYang ldimana lberkaitan ldengan 

lpenelitian lyang lakan ldilakukan loleh lpeneliti, lsebagai lfaktor lpendukung lpemilihan 

ltempat lobservasi lyang lakan ldilakukan. lBerita lyang ldikutip loleh lYoga lPramono 

ldalam lcirebonkota.go.id lpada l6 lFebruari l2019. 

Dibalik hasil yang memuaskan tersebut, ternyata masih ada kekurangan 

atau kendala yang dialami dalam proses pembuatan laporan keuangan di 

Kabupaten Cirebon ini. Berdasarkan penyataan dari Key Informan (KI) 1 

dijelaskan bahwa:  

“Kendala secara sdm, waktu mungkin ya, terus apa ya pendukungnya bisa jadi ya itu 

kebijakan kebijakan yang biasa menyulitakan kita. Cuma kita secara maksimal 

mengurangi kendala itu agar tetap berjalan laporan keuangannya” 
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Salah lsatu lkendala lyang ldidapatkan ldalam lproses lpenyusunan llaporan 

lkeuangan ldi lKabupaten lCirebon ladalah lmasalah lsumber ldaya lmanusianya. lPadahal 

lsumber ldaya lmanusia lsangat lpenting luntuk lmenunjang lakuntansi lpemerintah 

lberbasis lakrual lini. lAkan ltetapi litu lmalah lmenjadi lpenyebab lutama ldalam lproses 

lpenyusunan llaporan lkeuangan. lKabupaten lCirebon lmemiliki lketerbatasan lsumber 

ldaya lmanusianya. lMenurut lKI l1 ldijelaskan lbahwa: 

“Macem macem ya bisa dihitung ya untuk akuntansi di SKPD yang basik pendidikan 

akuntansi hanya 1 atau 2 orang ya itu yang lainnya itu bahkan banyak sekali khususnya di 

kecamatan sdmnya itu yang menyusunan laporan keuangan orangnya itu yg menyusun 

laporan realisasi anggaran, itu yg membuat perencanannya juga itu jadi tidak fokus. 

Sedangkan sdmnya yg kita punya terbatas. Kita di subbid akuntansi dan pelaporan masih 

di subbid jadi kita hanya mempunyai 4 pelaksana untuk melayani SKPD sebanyak 74 

SKPD yg notabane kebanyakan basic pendidikan mereka bukan akuntansi jd kita harus 

menerangkan dasar akun dulu dan jadi kita melakukan rekon perbulan itu salah satu 

bentuk usaha kami di subbid akuntansi.” 

 

Dilihat dari pernyataan di atas dapat dikatakan bahwa tingkat pemahaman 

masing- masing individu atau sumber daya manusianya masih kurang sekali. 

Bahkan yang menyusun laporan keuangan saja bukan dari basik akuntansi. Yang 

memiliki basik akuntansinya hanya sedikit dan bisa dihitung jari.  Kalau sumber 

daya manusianya seperti itu, laporan keuangan akan menjadi tidak berkualitas dan 

tidak layak untuk dilaporkan. 

Sangat diperlukan sekali sumber daya manusia yang kompeten untuk dapat 

menerapkan akuntansi pemerintahan berbasis akrual. Sumber daya manusia yang 

memiliki latar belakang pendidikan akuntansi saja tidak cukup. Mereka harus 

dilatih agar dapat melakukan penyesuaian terhadap pengetahuan akuntansi 

pemerintahan yang berbeda dari sebelumnya. Bisa dibayangkan bagaimana 

sulitnya penerapan akuntansi pemerintahan berbasis akrual apabila sumber daya 

manusia yang menyusunnya tidak memiliki latar belakang akuntansi dan tidak 

memiliki tingkat pemahaman yang baik. 

Oleh karena itu, sangat dibutuhkan pelatihan yang rutin dan intensif 

apabila jumlah sumber daya manusia yang memiliki latar belakang pendidikan 

akuntansi dilingkungan akuntansi pada SKPD tidak banyak atau tidak tersedia. 

Pelatihan dapat berupa kegiatan pendampingan, penyuluhan dan lain-lain. Untuk 

kabupaten Cirebon sendiri mereka mendatangkan beberapa konsultan untuk 

mendampingi para sumber daya manusia dalam menyusun laporan keuangannya. 

KI 1 memberikan pernyataan sebagai berikut: 
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“kita meminta pendampingan dari Indgaf untuk membantu kita dalam penyusunan 

laporan keuangan karena tenaga kami yang terbatas untuk melayani 74 skpd jadi kita 

meminta jasa konsultan untuk melakukan pendampingan itupun satu bentuk sharing 

ilmu juga barangkali kalo jasa pendamping untuk ilmu akuntansinya berkembang terus 

barangkali kita yg ketinggalan informasi satu bentuk sharing juga” 

 

Untuk saat ini memang kegiatan pendampingan sangat dibutuhkan dalam 

membantu sumber daya manusia menyusun laporan keuangan. Apalagi karena 

keterbatasan sumber daya yang dimiliki dan keterbatasan sumber daya yang 

tingkat pemahamannya kurang dalam menyusun laporan keuangan.  

Jadi dapat disimpulkan bahwa dibalik kesempurnaan Kabupaten Cirebon 

yang mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ternyata tingkat 

pemahaman dari masing-masing individu atau SKPD yang membuat laporan 

keuangan masih sangat kurang. Dan sangat dibutuhkan sekalian kegiatan 

pendampingan untuk membantu tiap individu dalam proses penyusunan laporan 

keuangan. 

Terdapat lperbedaan lhasil lpenelitian lterdahulu, lyaitu ldari lYuliani ldan lAgustini 

l(2016) lyang lmenyatakan lbahwa lKompetensi lsumber ldaya lmanusia ltidak 

lberpengaruh lsterhadap lkualitas llaporan lkeuangan, lkarena lsub lbagian lakuntansi latau 

lkeuangan lSKPD ldi lKabupaten lMagelang lmemiliki lkompetensi lsumber ldaya 

lmanusia lyang lkurang lmemadai ldari lsegi lkuantitas ldan lkualitas ldalam lpembuatan 

llaporan lkeuangan lyang lberkualitas, lsedangkan lpada lpenelitian lDjuharni l(2012) 

ldijelaskan lbahwa lsebagian lbesar lpenyusun llaporan lkeuangan lBKM ldi lKabupaten 

lMalang ltelah lcukup lmemahami llaporan lkeuangan, lnamun lpada lpraktiknya 

lpenyusun llaporan lkeuangan lmasih lbingung lkarena lbuku lcatatan lyang ldigunakan 

lterlalu lbanyak, lsehingga lpara lpenyusun llaporan lkeuangan lmerasa lenggan luntuk 

lmengulangi lcatatan lpada lbuku-buku lcatatan llainnya lyang lsaling lterkait. lOleh 

lkarena litu lperlu ladanya lpelatihan ldan lpembinaan lagar ldapat lmembuat llaporan 

lkeuangan ldengan lbaik ldan lbenar lsesuai lSAP. 

Berdasarkan hasil pra-riset dan penelitian terdahulu yang telah dilakukan 

dan dijelaskan, akan dilakukan penelitian yang berjudul Analisis Tingkat 

Pemahaman SDM dan Kegiatan Pendampingan Dalam Proses Penyusunan 

dan Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.  
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1.2  Fokus Penelitian 

Perubahan peraturan pemerintah (PP) Nomor 24 tahun 2005 menjadi PP 

Nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan dan Permendagri 

64 tahun 2013 tentang penerapan SAP berbasis akrual di Pemerintah Daerah 

mengakibatkan adanya perubahan dalam penyusunan laporan keuangan. 

Sebelumnya laporan keuangan menggunakan standar akuntansi berbasis kas 

menuju akrual (Cash Toward Acrrual), tetapi semenjak terjadinya perubahan 

peraturan laporan keuangan menggunakan standar akuntansi berbasis akrual. 

Setelah adanya revisi tersebut mengakibatkan tingkat pemahaman sumber daya 

manusia yang menyusun laporan keuangan sangat kurang dan butuh sekali 

kegiatan pendampingan. 

Penelitian ini berfokus pada tingkat pemahaman sumber daya manusia dan 

kegiatan pendampingan dalam proses penyusunan dan penyajian laporan 

keuangan berbasis akrual di Kabupaten Cirebon.   

 

1.3  Perumusan Masalah 

a. Bagaimana tingkat pemahaman sumber daya manusia dalam proses 

penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah daerah berbasis 

akrual di Kabupaten Cirebon? 

b. Bagaimana kegiatan pendampingan dapat membantu dalam proses 

penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah daerah berbasis 

akrual? 

 

1.4  Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui bagaimana tingkat pemahaman sumber daya manusia 

dalam proses penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah 

daerah berbasis akrual di Kabupaten Cirebon.  

b. Untuk mengetahui bagaimana kegiatan pendampingan dapat membantu 

dalam proses penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah 

daerah berbasis akrual di Kabupaten Cirebon. 
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1.5  Manfaat Penelitian 

a. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran atau wawasan 

mengenai tingkat pemahaman dan kegiatan pendampingan dalam proses 

penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah daerah berbasis 

akrual di Kabupaten Cirebon. 

b. Manfaat Praktisi  

Diharapkan hasil penelitian yang diperoleh dapat berguna bagi masyarakat 

dan dapat memperluas wawasan mengenai praktik proses penyunan dan 

penyajian laporan keuangan pemerintah daerah berbasis akrual di 

kabupaten Cirebon terutama mengenai tingkat pemahaman sumber daya 

manusia dan kegiatan pendampingan yang dilakukan. 
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